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yang diperjanjikan, seharusnya dapat didiskusikan terlebih dahulu 

dengan pihak pencarter. 

2. Berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan penerbangan, hendaknya 

PT. Lion Air dapat mempersiapkan pesawat udaranya dengan lebih baik 

lagi sehingga kejadian yang sangat tidak mengenakkan seperti Air AC 

yang bocor dari rak bagasi tas yang berada di atas tempat duduk 

penumpang sehingga tumpah mengenai jas dan jaket penumpang, di 

tambah lagi dengan bunyi suara pesawat yang kasar sehingga membuat 

penumpang khawatir terjadi hal - hal yang tidak di inginkan selama 

penerbangan  tidak terjadi lagi. 
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